PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO

Ji. HM. Ardans RT 24 Kecamatan Bontang Selatan Telp. (0548) 26917
Kota Bontang — Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 027/001.SP.BBM/SEKRET/II1/2021/KEL-SATP

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN
OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjuinya disebui “Kontrak” ) dibuat dan
ditandatangani di Bontang pada hari Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua

Puluh Satu antara:

1. Nama : ANDRIYANA, S.Sos
NIP 19870311 201001 2 002
Alamat - JI. HM. Ardans RT 24 Kecamatan Bontang Selatan, Bontang
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Surat
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T , selanjuinya disebuti sebagai PIHAK KESATU,
2. Nama - JUNAID GURDAN

Jahatan - Manager

Nama Badan Usaha : KOPKAR PUPUK KALTIM

Alamai - JI. M. Efendi No. 01 Komplek Perumahan BTN PT. Pupuk Kaltim

Bontang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus
tentang Pengangkatan Manager Koperasi Karyawan Pupuk Kaliim, tanggal 15 Januari 2008
No.026/SK/IPENGURUS/I/2008, dengan demikian berdasarkan Akia Pendirian No. 858/BH/15
tanggal 09 Januari 1985 beserta perubahannya yang terakhir sebagaimana dalam Akia Perubahan
No. 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Cintya Ayu Rishanty, SH, M.Kn
di Bontang, dan ielah disahkan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia dengan surat Keputusan No. 207/PAD/M.KUKM.2/1I/2017 tanggal 13 Februari 2017, dan
karenanya berwenang bertindak uniuk dan atas nama Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim,
berkedudukan dan berkanior pusat di Bontang JI, M. Efendi No.01 BTN PKT Bontang Barat,
yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut dengan sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PIHAK KESATU adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyelenggara fungsi
pengadaan bahan bakar minyak ( BBM ) bagi kendaraan dinas operasional dan/atau

kendaraan dinas jabatan® Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan.




2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerja Sama mengenai penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan*, selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan

dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan.

3. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkai Daerah Kegiatan

Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021;

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan
PARA PIHAK.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan

dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan* PIHAK KESATU di SPBU KOPKAR
PUPUK KALTIM yang berlokasi di JI. Brigjen. Katamso No. 1 - Bontang yang dikelola oleh

PIHAK KEDUA.
Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
1. PARA PIHAK sepakat dalam penyediaan BBM uniuk kendaraan dinas operasional dan/atau

kendaraan dinas jabatan® PIHAK KESATU yang disediakan pada SPBU yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA dengan daftar SPBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini
dengan sistem deposit.

2. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa® (disesuaikan kebutuhan Perangkat
Daerah).

3. PIHAK KEDUA akan memberikan Kupon pengisian BBM kepada PIHAK KESATU untuk
pengisian BBM (selanjutnya disebui “Kupon BBM") yang berisi keterangan mengenai
informasi jumlah liter BBM yang akan diisikan dan masa berlaku kupon.

4, Jenis kupon BBM yang disediakan PIHAK KEDUA terdiri dari :

a. Kupon 10 liter
b. Kupon 3 liter (disesuaikan kebutuhan perangkat daerah)

5. Penyediaan kupon BBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 terdiri dari :

a. Pertalite sebanyak : 4500 Liter




Penyediaan kupon BBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 terdiri dari :
a. Pertalite sebanyak : 4500 Liter

Pasal 4
JUMLAH DANA DAN HARGA BAHAN BAKAR

Jumlah anggaran uniuk pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas adalah
Sebesar Rp. 38.857.500,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Rupiah) vyang dibebankan pada DPA SKPD Nomor
DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan dalam Perjanjian ini adalah tarif/harga
resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari
wakiu kewaktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN

PIHAK KESATU memberikan deposit kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 3.650.250,- (Tiga
Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setelah ditandatanganinya
Perjanjian ini;

PIHAK KEDUA tidak melayani pengisian BBM kendaraan dinas operasional dan/atau
kendaraan dinas jabatan® milik PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU belum
membayarkan deposit kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Pembayaran atas pemakaian BBM dilakukan dengan sistem bulanan berdasarkan
penagihan PIHAK KEDUA yang dilampiri dengan :

a. Surat Permohonan Pembayaran.

b. Berita Acara Pemeriksaan Kupon BBM.

c. Surat Tagihan/Invoice.

d. Rekening Bank.

Dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PIHAK KESATU.

Setelah diverifikasi PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja
setelah dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK KESATU melalui fransfer ke rekening
PIHAK KEDUA.

Apabila sampai dengan jangka wakiu sebagaimana ditetapkan pasa ayat (4), PIHAK
KESATU belum juga melaksanakan pembayaran atas pemakaian BBM, maka PIHAK
KEDUA dapat tidak melayani pengisian BBM sampai dengan PIHAK KESATU melakukan
pembayaran sesuai dengan agihan dari PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK
KEDUA dapat menggunakan deposit untuk membayar segala tunggakan biaya atas
pemakaian BBM oleh PIHAK KESATU yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA serta
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Perhitungan deposit dilakukan pada awal bulan Desember dan apabila melebihi realisasi
pemakaian BBM maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan sisa deposit ke Kas Daerah
paling lambati tanggal 15 Desember 2021.

Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas realisasi pemakaian BBM dari jumlah deposit
maka PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas
kekurangan pembayaran tersebut.

Dalam hal ierjadi perubahan harga satuan berdasarkan harga resmi yang ditentukan oleh
Pemerintah, maka besaran volume permintaan BBM sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 3 ayati 7 dapat diubah dan disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu serta
dituangkan dalam addendum Perjanjian.

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibayarkan langsung melalui Kas Daerah Kota Bontang
dengan mata uang rupiah ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rekening : 0565-01-000023-30-3
Atas Nama : Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim

Apabila terjadi perubahan rekening PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tanpa dibuatkan addendum
Perjanjian ini.

Pembayaran pada perbulan/dua bulan/trwulan terakhir selambat-lambatnya dilakukan pada
tanggal 15 Desember 2021 dengan memperhitungkan penggunaan kupon BBM sampai
dengan akhir Desember 2021.

Bea materai yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban PIHAK
KEDUA.

Pajak-pajak yang timbul daei Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat menerbitkan Fakiur Pajak Standar,
karena pajak atas BBM telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian, apabila
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, PIHAK KEDUA
akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dan memberikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU mengajukan permohonan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Kendaraan dinas oprasional
dan/atau kendaraan dinas jabatan® PIHAK KESATU di SPBU KOPKAR PUPUK KALTIM
yang dikelola PIHAK KEDUA' di JI. Brigjen. Katamso/No. 01 — Bontang.

PIHAK KESATU mendapatkan BBM sebagaimanal dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Surat Perintah Pengiriman (SPP) dan PIHAK KEDUA akan memberikan kupon BBM kepada
PIHAK KESATU;

Serah terima kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima;
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Kupon pengisian BBM pada ayat (3) dianggap sah telah ditandatangani dan distempel oleh
pejabat PIHAK KESATU yang berwenang menurut jenis, jumlah serta jangka waktu
pengisian BBM;

Apabila PIHAK KESATU sewaktu-wakiu memerlukan tambahan jenis BBM selain jenis

Pertalite, PIHAK KESATU akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK

KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan menyampaikan penawaran harga atas permintaan PIHAK

KESATU dimaksud.

Setiap kupon yang dikeluarkan mempunyai batas wakiu pemakain 1 bulan kalender, kecuali

untuk periode bulan/dua bulan/triwulan terakhir berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Kupon BBM diserahkan pengurus barang perangkat daerah PIHAK KESATU kepada

pemegang kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan* dengan jumlah

sesuai ketentuan;

Setiap pengisian BBM oleh pemegang kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan

dinas jabatan™ milik PIHAK KESATU menyerahkan Kupon BBM kepada Petugas pada SPBU

yang dikelola PIHAK KEDUA,;

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melakukan :

a. Pengecekan keabsahan Kupon BBM seperti yang disebutkan pada ayat (3) yang akan
diisikan BBM serta menyimpan Kupon BBM tersebut.

b. Setelah pengecekan benar dapat dilakukan pengisian bahan bakar.

c. Petugas memberikan 1 (satu) lembar bukti pengisian BBM dari dispenser SPBU yang
akan ditandatangani oleh pemegang kendaraan dinas untuk diserahkan kepada
Bendahara Barang, dan Kupon BBM akan disimpan oleh petugas SPBU,

Kupon B8BM dan lembar bukiti pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat

(11) sebagai dasar perhitungan pemakaian BBM oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

KESATU;

Dalam hal penggunaan kupon BBM tidak terserap keseluruhan atau terjadi sisa kupon,

pemegang kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan® harus

mengembalikan sisa kupon yang ada kepada bendahara barang.

Pada tiap akhir bulan, pengurus barang perangkat daerah menyampaikan laporan

pemakaian kupon BBM kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak untuk :

a. Mendapatkan kupon BBM dari PIHAK KEDUA;

b. Melakukan pengisian BBM untuk kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan
dinas jabatan;

c. Menerima laporan hasil rekapitulasi pemakaian BBM dari PIHAK KEDUA setiap bulan;

PIHAK KESATU Berkewajiban untuk:

a. Memberikan deposit dan melakukan pembayaran atas pemakaian BBM untuk
kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan PIHAK KESATU.

b. Menjaga keamanan dan ketepatan penggunaan kupon BBM yang sudah diterima dari
PIHAK KEDUA.




c. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA untuk segera melakukan pemblokiran Kupon
BBM, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Kupon BBM.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Mendapatkan deposit dan melakukan pembayaran atas pemakaian BBM oleh
kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan® PIHAK KESATU
dengan tepat wakiu;

b.  Menolak melakukan pengisian BBM jika ditemukan Kupon BBM tidak sah.

c. Tidak melayani pengisian BBM pada kendaraan dinas/operasional PIHAK KESATU
apabila PIHAK KESATU belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA,;

d. Tidak melayani penukaran kupon BBM dengan uang tunai pada SPBU, kecuali dapat
menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT);

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menyediakan Kupon BBM sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;

b.  Melayani seluruh kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan*
PIHAK KESATU yang mealkukan pengisian BBM dengan membawa kupon BBM, di
SPBU PIHAK KEDUA.

G Membuat laporan mengenai jumlah penggunaan BBM yang telah diisikan pada
kendaraan dinas oprasional dan/atau kendaraan dinas jabatan® PIHAK KESATU setiap
hari berdasarkan rekapan laporan dari PIHAK KEDUA.

d. Memberitahukan kepada PIHAK KESATU, apabila ierdapat penambahan atau
pengurangan jumlah SPBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

e. Memberitahukan kepada PIHAK KESATU, apabila dispenser BBM di SPBU tidak
berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan
dinas jabatan* PIHAK KESATU serta mengalihkan ke SPBU yang terdekat.

f. Menjaga ketersediaan BBM.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai
dengan 31 Desember 2021 atau sampai dengan tercapainya nilai anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.

Apabila Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA akan secara langsung menonaktitkan
seluruh Kupon BBM milik PIHAK KESATU dalam waktu 2 x 24 jam.

Perubahan isi perjanjian dapat dilakukan berdasa(kan kesepakaian yang kemudian akan

dituangkan dalam addendum perjanjian.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini, jika terjadi hal-hal

sebagai berikut :
a. terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu

ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian ini;



b. karna sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak
dan berwenang untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu
sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hal terjadi keadaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) maupun jangka waktu yang

berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan

semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian, dan

Pemberitahuan berakhirnya masa berlaku perjanjian ini harus dilakukan Kedua Pihak paling

lambat dalam wakiu 14 (empat belas) hari kalender sebelum rencana berakhirnya perjanjian

ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR {(FORCE MAJEURE)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ketentuan dan kewajibannya

berdasarkan Perjanjian, kecuali dalam hal keadaan kahar (force majeure).

Yang termasuk keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-

peristiwa yang berada diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sehingga

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak menjadi tidak

dapat dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);

b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK
KEDUA);

c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, revolusi, makar dan epidemi yang
secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini;

d. Keadaan kahar yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.

Hal-hal yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahardiserahkan kepada

kesepakatan dari kedua belah pihak.

Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK

KESATU secara teriulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar

dengan menyertakan bukii-bukti yang sah dari instansi yang berwenang;

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU Akan menyetujui atau menolak

secara teriulis keadaan kahar itu dalam jangka wakiu 3 x 24 jam, sejak adanya

pemberitahuan tersebut;

Apabila dalam 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA, kepada PIHAK KESATU

tentang keadaan kahar tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawabannya, maka

PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut;

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut di aias, sehingga menyebabkan

penghentian sementara semua atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat setelah keadaan memaksa tersebut berakhir,

akan melakukan tindakan/upaya yang diperlukan guna meneruskan berlangsungnya kembali

perjanjian ini.
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Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan PARA
PIHAK secara musyawarah;

Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui domisili hukum Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bontang;

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LA_IN

Segala sesuatu yang belum di atur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang
dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan di atur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan
(Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU
Dan PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KOPKAR PUPUK KALTIM Kuasa Pengguna Anggaran selaku
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